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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Arie Budhiman
Staf Ahli Mendikbud Bidang Pembangunan Karakter 
KEBIJAKAN 
PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER
DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
Pendidikan
“Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, 
sungguh mereka akan menghadapi masa depan





1. Menghadirkan Kembali Negara untuk
Melindungi dan Memberikan Rasa Aman;
2. Membuat Tata Kelola yang Bersih, Efektif, 
Demokratis, dan Terpercaya; 
3. Membangun Indonesia dari Pinggiran;
4. Melakukan Reformasi Sistem dan 
Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, 
Bermartabat, dan Terpercaya;
5. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia
Indonesia;
6. Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan
Daya Saing di Pasar Internasional;
7. Menggerakkan Sektor-sektor Strategis
Ekonomi Domestik;
8. Melakukan Revolusi Karakter Bangsa;
9. Memperteguh Kebhinnekaan dan
Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia.
1. Percepatan Program Indonesia Pintar
2. Revitalisasi Pendidikan Kejuruan dan
Keterampilan
3. Gerakan Literasi Nasional
4. Neraca Pendidikan Daerah
5. Penguatan Pendidikan 
Karakter
“Tentu saja keahlian adalah perlu, tetapi keahlian saja tanpa dilandaskan pada jiwa yang besar 
tidak akan dapat mungkin akan mencapai tujuannya, inilah perlunya, sekali lagi mutlak 





2. Disiplin Lalu Lintas
3. Ketertiban Jalan Raya
Berebut Bangku di Hari Pertama Sekolah, 
Ibu-ibu Tarik-Tarikan






Seorang guru di Australia pernah
berkata:
“Kami tidak terlalu khawatir jika
anak-anak sekolah dasar kami 
TIDAK PANDAI MATEMATIKA, 
kami jauh lebih khawatir jika
mereka TIDAK PANDAI 
MENGANTRE.”
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1. ABAI TERHADAP PENDIDIKAN KARAKTER SEJAK DINI
Sumber: Artikel Mien R. Uno Foundation
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1. Anak BELAJAR MANAJEMEN WAKTU jika ingin mengantre paling depan datang lebih awal
dan persiapan lebih awal.
2. Anak belajar BERSABAR MENUNGGU gilirannya tiba terutama jika ia di antrean paling 
belakang.
3. Anak belajar MENGHORMATI HAK ORANG LAIN, yang datang lebih awal dapat giliran lebih
awal dan tidak saling serobot merasa diri penting.
4. Anak belajar BERDISIPLIN DAN TIDAK MENYEROBOT hak orang lain.
5. Anak belajar KREATIF untuk memikirkan kegiatan apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi
kebosanan saat mengantre (di Jepang biasanya orang akan membaca buku).
6. Anak bisa belajar BERSOSIALISASI menyapa, mengobrol, bahkan bekerjasama dengan
orang lain di antrean.
7. Anak belajar HUKUM SEBAB AKIBAT, bahwa jika datang terlambat harus menerima
konsekuensinya di antrian belakang.
8. Anak belajar HIDUP TERATUR dan kerapihan.
9. Anak belajar MEMILIKI RASA MALU, jika ia menyerobot antrian dan hak orang lain.
10. Anak belajar JUJUR pada diri sendiri dan pada orang lain.




35% jenis pekerjaan akan hilang
pada 2025
Inovasi Disruptif
3. Dinamika yang Dihadapi Generasi Milenial Abad 21
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4. DAMPAK REVOLUSI DIGITAL
JUMLAH PENGGUNA INTERNET DI INDONESIA
Sumber:  Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2017
16,68% atau 24 JUTA PELAJAR BERPOTENSI MENGAKSES 
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(Juta)
143,26 JUTA


























119 komunitas LGBT di 
Indonesia (UNDP, 2014)
Krisis Kepribadian 
Bangsa dan Melemahnya 
Kehidupan Berbangsa 
dan Bernegara
Pornografi dan Cyber Crime




5,1 juta pengguna, 15.000 

















“Pendidikan karakter harus terus diajarkan dan dipupuk kepada
siswa seperti nilai-nilai kasih sayang, keteladanan, perilaku, 
moralitas, dan kebhinekaan” - Ir. Joko Widodo, Presiden RI
Nawacita 8: 
Melakukan Revolusi Karakter Bangsa
Gerakan Nasional 
Revolusi Mental
































1. Besarnya populasi siswa, guru, dan
sekolah yang tersebar di seluruh Indonesia
2. Membangun sinergi dan tanggungjawab
Tripusat Pendidikan terhadap pendidikan karakter
anak antara sekolah, orang tua dan masyarakat
3. Optimalisasi pengembangan potensi
siswa secara harmonis melalui keseimbangan
olah hati (etik), olah pikir (literasi), olah rasa (estetik), dan
olah raga (kinestetik)
4. Terbatasnya pendampingan
orang tua Perlu peningkatan kualitas
hubungan orang tua dengan anak di rumah
dan lingkungannya
5. Keterbatasan sarana belajar dan
infrastruktur Keterbatasan prasana dan sarana
sekolah, aksesibilitas dan sarana transportasi ke
sekolah (jalur lembah, hutan, sungai, dan laut)
6. Komitmen anggaran pendidikan daerah
Perlu peningkatan komitmen pemenuhan anggaran






1. Besarnya populasi siswa, guru, dan
sekolah yang tersebar di seluruh Indonesia
2. Membangun sinergi dan tanggungjawab
Tripusat Pendidikan terhadap pendidikan karakter
anak antara sekolah, orang tua dan masyarakat
3. Optimalisasi pengembangan potensi
siswa secara harmonis melalui keseimbangan
olah hati (etik), olah pikir (literasi), olah rasa (estetik), dan
olah raga (kinestetik)
4. Terbatasnya pendampingan
orang tua Perlu peningkatan kualitas
hubungan orang tua dengan anak di rumah
dan lingkungannya
5. Keterbatasan sarana belajar dan
infrastruktur Keterbatasan prasana dan sarana
sekolah, aksesibilitas dan sarana transportasi ke
sekolah (jalur lembah, hutan, sungai, dan laut)
6. Komitmen anggaran pendidikan daerah
Perlu peningkatan komitmen pemenuhan anggaran
pendidikan 20% di setiap daerah dalam rangka memenuhi
kebutuhan penyelenggaraan pendidikan














Badan Tenaga Nuklir Nasional
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1. DKI Jakarta: 22,3%
2. Kalimantan Selatan: 9,8%
3. DI. Yogyakarta: 9,7%
4. Kepulauan Riau: 9,6%





10. Sulawesi Barat: 7,4%
11. Jambi: 7,2%
12. Gorontalo: 6,6%
13. Sulawesi Tengah: 5,9%
14. Banten: 5,7%
15. Lampung: 4,7%
16. Sumatera Barat: 4,1%
17. Kalimantan Barat: 3,9%
Persentase Anggaran Urusan Pendidikan 
dalam APBD 2016 (diluar transfer daerah) 
18. Sulawesi Utara: 3,7%
19. Bali: 3,7%
20. Sulawesi Tenggara: 3,4%
21. Kalimantan Timur: 3,2%
22. Nusa Tenggara Barat: 3,1%
23. Kalimantan Tengah: 3%
24. Jawa Barat: 2,9%
25. Jawa Tengah: 2,9%
26. Bangka Belitung: 2,9%
27. Sulawesi Selatan: 2,9%
28. Nusa Tenggara Timur: 2,7%
29. Sumatera Utara: 2,5%
30. Papua Barat: 2,3%
31. Kalimantan Utara: 2,2%
32. Sumatera Selatan: 2%





2. DKI Jakarta: 18,8%
3. Sumatera Barat: 18,5%
4. Nusa Tenggara Timur: 15,8%
5. Sulawesi Tengah: 14,5%
6. Bali: 14,3%
7. Sumatera Selatan: 14,2%
8. Jawa Tengah: 14,0%
9. Kepulauan Riau: 13,9%
10. Kalimantan Tengah: 13,6%
11. Bangka Belitung: 13,4%
12. D.I Yogyakarta: 13,4%
13. Sulawesi Tenggara: 13,4%
14. Kalimantan Selatan: 13,2%
15. Kalimantan Barat: 12,9%
16. Aceh: 12,8%
17. Sulawesi Selatan: 11,5%
Persentase Anggaran Urusan Pendidikan 
dalam APBD 2017 (diluar transfer daerah)
18. Kalimantan Timur: 11,5%
19. Sulawesi Utara: 11,1%
20. Nusa Tenggara Barat: 10,7%
21. Maluku Utara: 10,2%
22. Gorontalo: 10,0%
23. Jawa Timur: 9,3%
24. Jawa Barat: 8,8%
25. Banten: 8,7%
26. Lampung: 8,5%
27. Kalimantan Utara: 8,4%
28. Jambi: 8,0%
29. Sumatera Utara: 7,1%
30. Sulawesi Barat: 6,1%
31. Bengkulu: 4,3%













Pancasila, UUD 1945, NKRI 





Permendikbud No. 23 Tahun 2015 
Tentang Penumbuhan Budi Pekerti
Perpres No. 87 Tahun 2017 tentang
Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)
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Memperkuat ekosistem Pendidikan. 
(Pasal 6 ayat 3)
1 
Pengertian PPK
PPK adalah gerakan pendidikan di bawah
tanggung jawab satuan pendidikan untuk
memperkuat karakter peserta didik melalui
harmonisasi olah hati, olah rasa, olah
pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan
kerja sama antara satuan pendidikan,
keluarga, dan masyarakat sebagai bagian
dari Gerakan Nasional Revolusi Mental
(GNRM).
(Pasal 1 ayat 1)
Tujuan PPK
a. Membangun dan membekali Peserta
Didik sebagai generasi emas Indonesia
Tahun 2045 guna menghadapi dinamika
perubahan di masa depan;
b. Mengembangkan platform pendidikan
nasional yang meletakkan pendidikan
karakter sebagai jiwa utama dengan
memperhatikan keberagaman budaya
Indonesia;
c. Merevitalisasi dan memperkuat potensi




Harmonisasi kegiatan intrakurikuler, 
kokurikuler, ekstrakurikuler. 
(Pasal 6 ayat 1)
3 
Keteladanan dan Pembiasaan
Pengembangan potensi peserta didik
melalui keteladanan dan pembiasaan




Pilihan 5 atau 6 hari sekolah
dalam 1 minggu. (Pasal 9)
5 
Pembagian Kewenangan
Pembagian Kewenangan serta dukungan
program Kementerian/ Lembaga dan










Tri Pusat Pendidikan 
(Sekolah, Keluarga dan 
Masyarakat)
Individualisasi Anak
Guru perlu membantu setiap anak






















Tidak hanya mencatat nilai yang 
berupa angka-angka yang 
bersumber dari intrakurikuler saja, 
























Pasal 3 Perpres No. 87/2017







5 Nilai Utama merupakan Aktualisasi dari Pancasila, 3 Pilar Gerakan Nasional 
Revolusi Mental, Nilai-nilai Kearifan Lokal, Tantangan Masa Depan













• Beriman dan Bertaqwa




• Memanfaatkan lingkungan dengan bijak
• Toleransi
• Saling menolong 
• Saling menghormati   
• Perbedaan keyakinan





• Menghargai pahlawan bangsa
• Kerja keras (etos kerja)














• Aktif dalam gerakan komunitas
• Berorientasi pada kemaslahatan bersama








• Integrasi dalam mata pelajaran








• Pelaku Seni, Budaya, Bahasa & Sastra
• Pemerintah & Pemda
PPK BERBASIS BUDAYA SEKOLAH


















Guru hadir sebagai pendidik dan pemimpin
bagi anak didiknya. Guru hadir mengirimkan
pesan harapan. Guru menjadi teladan tentang






Ing ngarsa sung tulada
Ing madya mangun karsa
Tut wuri handayani
Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, 




























“Metode lebih penting daripada materi/kurikulum. 
Guru lebih penting daripada metode. 
Namun, ruh/spirit guru jauh lebih penting 




Guru sebagai profesi yang paling 
mulia dimuka bumi ini, merupakan
“Investasi Ilahi” yang secara sadar
harus dipertanggungjawabkan













• Literasi digital (teknologi 
informasi & komunikasi)
• Literasi finansial















pada lingkungan yang dinamis.





UU Sisdiknas, Nawacita, 
Trisakti, RPJMN 2015-2019, 
Perpres No.87 Tahun 2017, 
Kebijakan Kemendikbud
Kekayaan pengalaman, praktik-
praktik baik, keteladanan dan
perilaku baik Kepala Sekolah, 
Guru, Orang Tua dalam
keseharian di sekolah dan luar
sekolah.
PPK mendorong penguatan




Interaktif dalam 3 Pendekatan: 
PPK Berbasis Kelas, PPK 
Berbasis Budaya Sekolah, PPK 
Berbasis Partisipasi Masyarakat.
Integrasi PPK dengan Kurikulum
bukan sebagai program tambahan
atau sisipan, melainkan sudah
inheren bagaimana cara mendidik
dan belajar secara kreatif dan
menyenangkan.
Pendidikan karakter bukan produk
baru, bukan mata pelajaran, 
bukan kurikulum baru tetapi
merupakan penguatan atau fokus












Seluruh Aktivitas KBM di 
Sekolah
Generasi Emas 2045,
Berkarakter, Cerdas, Kompetitif, 
Kekuatan Indonesia.
Pendidikan karakter adalah gerakan
kita bersama, gerakan semua
elemen masyarakat yang peduli






















• Memperhatikan sumber daya belajar
• Merancang dan memberi umpan balik cepat





• Penggunaan berbagai metode 
pembelajaran dengan fokus 
menguatkan 5 nilai utama PPK
• Pemanfaatan TIK dan lingkungan 
sekitar sebagai sumber-sumber 
belajar dalam kurikulum
• Pengembangan kreativitas dalam 






PELIBATAN PEGIAT SENI DAN BUDAYA
Memperkuat pendidikan karakter dengan 
menggerakkan seniman, pekerja kreatif dan 
pegiat komunitas masuk sekolah serta 
mengintegrasikan pusat-pusat kesenian dan 
kebudayaan alam kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-
kurikuler sebagai upaya mewujudkan budaya
sekolah yang menyenangkan.
CONTOH-CONTOH PRAKTIK BAIK DI BEBERAPA SEKOLAH
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PRAKTIK BAIK KELOMPOK NILAI KARAKTER RELIGIOSITAS
45
PRAKTIK BAIK KELOMPOK NILAI KARAKTER NASIONALISME
46
PRAKTIK BAIK KELOMPOK NILAI KARAKTER KEMANDIRIAN
47
PRAKTIK BAIK KELOMPOK NILAI KARAKTER INTEGRITAS
48
SMP dan SMK Budhi Mulia Kab. Sukabumi membangun kolaborasi dengan mengundang aparat kepolisian menjadi
Pembina Upacara
49
Upaya mengingatkan dan menanamkan
karakter sopan santun dan disiplin siswa di 
SD Inpres Kampung harapan, Kota. Jayapura, 
Papua.
Guru SD Inpres Kampung Harapan, Kota Jayapura, Papua secara
kreatif mengajar dengan berbagai variasi denah meja dan kursi di 
kelas untuk menghindari kejenuhan siswa dan hasil belajar ditempel











akan pulang sekolah di 
di SMPN 4 Sentani, 
Jayapura, Papua.




orang tua dan sebagai
bahan evaluasi siswa di 




dan rapi oleh siswa di  







di SMPN 2 Mataram, 
Nusa Tenggara Barat.
Pembiasaan setiap
Hari Jumat pagi di 










Sekolah di SMPN 





bekerja sama di 




Berpakaian adat Jawa setiap Kamis Pahing: Nasionalisme (SDN 4 Wates, Kulonprogo)
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54
GERAKAN SENI MASUK SEKOLAH (SMPN 38 Medan)
Apa Praktik Baik di Sekolah Anda?
55
PPK BERBASIS KELAS
• Integrasi dalam mata pelajaran








• Pelaku Seni, Budaya, Bahasa & Sastra
• Pemerintah & Pemda
PPK BERBASIS BUDAYA SEKOLAH




• Norma, peraturan, dan tradisi sekolah
1
DIAJARKAN
DIBIASAKAN
DILATIH KONSISTEN
MENJADI KEBIASAAN
MENJADI KARAKTER
MENJADI BUDAYA
1
2
3
Next JM
Fokus utama
pengembangan
Kurikulum 2013
